PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025

PANTAI PIWANG RANAI

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



Menimbang

Mengingat

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR $5p TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa
Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2025;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);




10.

11,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6850);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana




Menetapkan :

12.

13.

14.

15

16.

17,

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 12);
Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2021 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17
Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021
Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18
Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna
Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026
(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023
Nomor 274);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

14
2\

Daerah adalah Kabupaten Natuna. '
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang




10.

Ll

12,

(1)

(2)

(3)

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Natuna.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengmbilan  kebijakan, berdaya saing, maupun
peningkatan indeks pembangunan manusia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluhj
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah  dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Pasal 2
RKPD dokumen perencanaan Pembangunan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025.
RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD
Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dan
memperhatikan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-
2045.
RKPD Tahun 2025 disusun dengan maksud:




a. dokumen perencanaan prioritas Pembangunan
Daerah penjabaran Renstra Perangkat Daerah,
program, kegiatan dan sub kegiatan;

b. dokumen perencanaan prioritas Pembangunan
Daerah penjabaran Renstra Perangkat Daerah,
program, kegiatan dan sub kegiatan;

c. pedoman penyusunan rencana kerja Perangkat
Daerah Tahun 2025; dan

(4) RKPD disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan APBD

Tahun 2025, sebagai wujud pengelolaan keuangan
daerah.

BAB 1I
PROSES DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3
(1) Penyusunan RKPD Tahun 2025 dengan melalui proses
sebagai berikut:

a. pembahasan terhadap usulan kegiatan prioritas
pada musyawarah rencana pembangunan tingkat
desa, kecamatan, forum Perangkat
Daerah/gabungan Perangkat Daerah dan sampai
pada tingkat musyawarah rencana pembangunan
kabupaten yang menghasilkan rancangan RKPD
Tahun 2025; dan

b. rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada
huruf a, disinergikan dengan pokok-pokok pikiran
DPRD.

(2) Naskah RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
a. BAB I PENDAHULUAN;
b. BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c. BABIII RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH;

d. BABIV SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH;

e. BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH;

f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH; dan

g. BAB VIl PENUTUP.

(3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal ;2‘1, Tunt ;0}4
V_P_4 ByPATI NATUNA,

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 24 Jun 2024

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 35§




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / TAAKRI—?llFEQT REALISASI Plé,:ﬁlz,:ﬁN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 274.970.680,00 | Kab. Natuna, DANA - - 275.000.000,00 | BAGIAN PEREKONOMIAN
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Semua TRANSFER DAN SUMBER DAYA ALAM
Evaluasi Kebijakan Urusan Kecamatan, UMUM-DANA
Energi dan Air, Pekerjaan Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM
Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman,
Pertanahan
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 982.960.000,00 983.000.000,00
4 UNSUR PENDUKUNG 982.960.000,00 983.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 982.960.000,00 983.000.000,00
1. 4.01.03 PROGRAM INDEKS PENGELOLAAN 59 Nilai 982.960.000,00 983.000.000,00
PEREKONOMIAN DAN BARANG DAN JASA
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Persentase Jumlah 3.7 Persen 982.960.000,00 - - 983.000.000,00 | BAGIAN PENGADAAN
Barang dan Jasa Pengadaan Yang Dilakukan BARANG DAN JASA
Dengan Metode Kompetitif
4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 473.454.000,00 | Kab. Natuna, DANA - - 462.000.000,00 | BAGIAN PENGADAAN
Pengelolaan Pengadaan Semua TRANSFER BARANG DAN JASA
Barang dan Jasa Kecamatan, UMUM-DANA
Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM
4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 122.469.000,00 | Semua DANA - - 121.000.000,00 | BAGIAN PENGADAAN
Layanan Pengadaan Secara Kota/Kab, TRANSFER BARANG DAN JASA
Elektronik Semua UMUM-DANA
Kecamatan, ALOKASI UMUM
Semua Kel/Desa
Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Orang yang 50 Orang 387.037.000,00 | Kab. Natuna, DANA - - 400.000.000,00 | BAGIAN PENGADAAN
Mengikuti Pembinaan dan Semua TRANSFER BARANG DAN JASA
Advokasi Pengadaan Barang Kecamatan, UMUM-DANA
dan Jasa Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM
BAGIAN ORGANISASI 1.167.480.750,00 1.223.924.888,00
4 UNSUR PENDUKUNG 1.167.480.750,00 1.223.924.888,00
URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 1.167.480.750,00 1.223.924.888,00
1. 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG NDEKS KELEMBAGAAN 70 Nilai 1.167.480.750,00 1.223.924.888,00

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / TﬁEﬁET REALISASI Plé’:';lg':ﬁ'\' TAHUN 2026
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase Perangkat - 100 Persen 1.167.480.750,00 - 1.223.924.888,00 | BAGIAN ORGANISASI
Daerah yang tata kelolanya
baik
4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Jumlah Dokumen 2 Dokumen 384.073.500,00 | Kab. Natuna, DANA - 409.434.004,00 | BAGIAN ORGANISASI
Pengelolaan Kelembagaan Semua TRANSFER
dan Analisis Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA
Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM
4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan 247.299.480,00 | Kab. Natuna, DANA - 272.660.822,00 | BAGIAN ORGANISASI
Fasilitasi Pelayanan Publik Semua TRANSFER
dan Tata Laksana Kecamatan, UMUM-DANA
Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM
4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 234.999.940,00 | Kab. Natuna, DANA - 215.360.822,00 | BAGIAN ORGANISASI
Peningkatan Kinerja dan Semua TRANSFER
Reformasi Birokrasi Kecamatan, UMUM-DANA
Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM
4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Jumlah Dokumen Monitoring, 1 Dokumen 149.999.590,00 | Kab. Natuna, DANA - 175.360.822,00 | BAGIAN ORGANISASI
Evaluasi dan Pengendalian Semua TRANSFER
Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan, UMUM-DANA
dan Tata Laksana Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM
4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen 151.108.240,00 | Kab. Natuna, DANA - 151.108.418,00 | BAGIAN ORGANISASI
dan Penyusunan Laporan Semua TRANSFER
Kinerja Pemerintah Daerah Kecamatan, UMUM-DANA
Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM
BAGIAN UMUM 49.665.783.438,00 46.911.398.187,00
4 UNSUR PENDUKUNG 49.665.783.438,00 46.911.398.187,00
URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 49.665.783.438,00 46.911.398.187,00
1. 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG PERSENTASE LAYANAN - 90 Persen 49.665.783.438,00 46.911.398.187,00
URUSAN PEMERINTAHAN | DUKUNGAN
DAERAH ADMINISTRASI
KABUPATEN/KOTA KESEKRETARIATAN YANG
SESUAI SOP
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Ketepatan Waktu - 100 Persen 20.485.898.288,00 - 20.637.263.288,00 | BAGIAN UMUM
Perangkat Daerah Pembayaran Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah
4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang 150 20.485.898.288,00 | Kab. Natuna, DANA - 20.637.263.288,00 | BAGIAN UMUM
Menerima Gaji dan Orang/bulan Semua TRANSFER
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA

Semua Kel/Desa

ALOKASI UMUM




